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Abstrak

Inovasi pelayanan publik menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan,
khususnya dalam konteks transformasi digital dan tata kelola pemerintahan modern. Bandung
Creative Hub (BCH) sebagai fasilitas publik yang mendukung ekosistem ekonomi kreatif telah
mengembangkan inovasi pelayanan administrasi dalam proses pengajuan penggunaan fasilitas.
Namun, implementasi inovasi tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan administrasi front office di BCH
menggunakan perspektif teori difusi inovasi Rogers yang meliputi relative advantage,
compatibility, complexity, trialability, dan observability. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi
yang diterapkan bersifat inkremental dan berfokus pada perbaikan prosedural serta digitalisasi
parsial. Meskipun inovasi mampu meningkatkan efisiensi internal dan kejelasan prosedur,
dampaknya terhadap pengguna layanan masih terbatas akibat belum terintegrasinya sistem dan
rendahnya orientasi pada kebutuhan pengguna.

Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, E-Government, Digitalisasi, Administrasi Publik.
Abstract

Public service innovation is a key element in improving service quality, particularly in the
context of digital transformation and modern governance. Bandung Creative Hub (BCH), a
public facility supporting the creative economy ecosystem, has developed innovative
administrative services for the facility's user application process. However, the implementation
of these innovations has not yet shown optimal results. This study aims to analyze innovations
in front office administrative services at BCH using Rogers' diffusion of innovation theory,
which encompasses relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and
observability. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data
were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The results
indicate that the implemented innovations were incremental and focused on procedural
improvements and partial digitization. Although the innovations improved internal efficiency
and procedural clarity, their impact on service users was limited due to the lack of system
integration and a lack of user-centeredness.

Keywords: Public Service Innovation, E-Government, Digitalization, Public Administration.

A. PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik di Era digital menjadi agenda utama dalam reformasi
birokrasi modern. Perubahan paradigma menuju digital governance menuntut penyelenggara
layanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi (Bertot et al., 2016). Dalam konteks ini, inovasi pelayanan publik
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menjadi instrumen strategis dalam menciptakan nilai publik (public value) yang berkelanjutan
(Osborne et al., 2014). Dalam konteks ini, inovasi pelayanan publik menjadi instrumen
strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menciptakan nilai publik (public
value) yang berkelanjutan.

Dalam dinamika pelayanan publik modern, keberadaan front office memiliki peran
yang sangat krusial sebagai garda terdepan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Front office tidak hanya berfungsi sebagai titik akses layanan, tetapi juga sebagai representasi
kualitas organisasi secara keseluruhan. Front office sebagai garda terdepan pelayanan memiliki
peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan. Kualitas
interaksi pada level ini sangat menentukan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat
terhadap institusi publik (Noorsamsu & Hermawati, 2023). Oleh karena itu, inovasi pada
pelayanan administrasi front office menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas
layanan publik. Kualitas pelayanan pada level ini akan sangat menentukan persepsi masyarakat
terhadap kinerja institusi publik. Oleh karena itu, inovasi pada aspek pelayanan administrasi
front office menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat
yang semakin mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan berbasis
digital.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung dikenal sebagai
salah satu daerah yang mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan
daerah. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan penyediaan fasilitas publik yang
mendukung aktivitas kreatif masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut
adalah pendirian Bandung Creative Hub (BCH), yang berfungsi sebagai ruang kolaboratif bagi
komunitas kreatif, pelaku usaha, serta masyarakat umum dalam mengembangkan ide dan karya
inovatif.

Bandung Creative Hub memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif
yang mengintegrasikan fungsi pelayanan publik dengan pengembangan kreativitas masyarakat.
Berbagai fasilitas yang tersedia, seperti studio musik, studio tari, studio animasi, ruang digital
content, coworking space, hingga auditorium, menjadikan Bandung Creative Hub (BCH)
sebagai salah satu fasilitas publik yang memiliki tingkat pemanfaatan tinggi. Dalam konteks
ini, sistem pelayanan administrasi, khususnya dalam proses pengajuan penggunaan fasilitas,
menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas pemanfaatan fasilitas tersebut. Namun
demikian, dalam praktiknya, pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub masih
menghadapi berbagai permasalahan. Proses pengajuan permohonan penggunaan fasilitas
sebagian besar masih dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pengguna untuk
datang langsung ke lokasi serta menggunakan dokumen fisik. Selain itu, keterbatasan sistem
digital dalam menyediakan informasi ketersediaan fasilitas secara menyeluruh menyebabkan
kurang optimalnya akses informasi bagi pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sistem pelayanan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menjawab
kebutuhan masyarakat secara efektif. Namun demikian, implementasi inovasi di sektor publik
seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan integrasi sistem, rendahnya
adopsi teknologi, serta kurangnya orientasi pada kebutuhan pengguna (De Vries et al., 2018).
Kondisi ini juga terlihat pada pelayanan di Bandung Creative Hub yang masih menunjukkan
dominasi sistem konvensional.

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik
pengguna Bandung Creative Hub yang didominasi oleh generasi muda dan pelaku ekonomi
kreatif. Kelompok ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap pelayanan yang cepat, fleksibel, dan
berbasis teknologi. Mereka cenderung menginginkan sistem pelayanan yang tidak hanya
efisien, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang baik.
Ketidaksesuaian antara ekspektasi pengguna dengan sistem pelayanan yang masih
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konvensional menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi melalui inovasi
pelayanan.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya kebijakan nasional terkait penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem
digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks ini, Bandung Creative Hub
sebagai fasilitas publik berbasis ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi contoh
implementasi inovasi pelayanan digital di sektor non-konvensional.

Berdasarkan hasil observasi awal, sistem pelayanan administrasi di Bandung Creative
Hub masih menunjukkan adanya dualisme antara mekanisme manual dan digital. Meskipun
telah tersedia fitur informasi jadwal secara daring untuk beberapa fasilitas, cakupan layanan
tersebut masih terbatas dan belum mencakup seluruh jenis fasilitas. Akibatnya, pengguna tetap
harus melakukan pengajuan secara langsung melalui front office, yang mencakup proses
pencatatan, verifikasi, dan pengecekan ketersediaan fasilitas secara manual. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa inovasi yang diterapkan belum mencapai tahap integrasi sistem secara
menyeluruh.

Secara konseptual, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik
pelayanan yang berlangsung dengan prinsip-prinsip inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Inovasi yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada perubahan prosedural, tetapi juga
mencakup integrasi sistem, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta orientasi pada
kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk
memahami bagaimana inovasi pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub
diimplementasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh
Rogers untuk menganalisis karakteristik inovasi pelayanan yang diterapkan. Melalui
pendekatan ini, inovasi akan dikaji berdasarkan lima dimensi utama, yaitu relative advantage,
compatibility, complexity, trialability, dan observability. Pendekatan ini diharapkan mampu
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan inovasi serta
kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis inovasi pelayanan administrasi front office dalam proses pengajuan
penggunaan fasilitas di Bandung Creative Hub serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian inovasi pelayanan publik, tetapi juga
menjadi dasar rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi yang
lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. METODE

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menganalisis inovasi pelayanan administrasi front office dalam proses pengajuan penggunaan
fasilitas di Bandung Creative Hub. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait proses, makna, serta
dinamika implementasi inovasi dalam konteks pelayanan publik.

Objek penelitian difokuskan pada inovasi pelayanan administrasi front office di
Bandung Creative Hub. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris
bahwa pelayanan administrasi dalam pengajuan penggunaan fasilitas masih menghadapi
berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, ketidakseimbangan antara permintaan
dan ketersediaan fasilitas, serta mekanisme pelayanan yang belum sepenuhnya transparan dan
terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan pengguna
layanan, khususnya bagi pemohon yang belum memahami alur pelayanan secara menyeluruh.
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan yang
terlibat dalam proses pelayanan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi,
laporan internal, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi,
wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk
memahami secara langsung proses pelayanan di front office Bandung Creative Hub.
Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas
pelayanan dan pengguna fasilitas, guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif
mengenai pengalaman dan persepsi terhadap sistem pelayanan. Sementara itu, studi
dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis dokumen administratif dan
kebijakan yang terkait.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak
tahap pengumpulan data hingga interpretasi hasil, sehingga memungkinkan peneliti untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjamin
keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber
maupun triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian
memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih tinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis inovasi pelayanan administrasi front office di Bandung Creative Hub dalam
penelitian ini menggunakan kerangka teori difusi inovasi Rogers yang meliputi lima dimensi
utama, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana inovasi yang diterapkan mampu
diadopsi dan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik, dengan menggunakan
lima indikator di dalamnya sebagai berikut:

1. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan administrasi yang diterapkan
di Bandung Creative Hub memiliki keunggulan relatif dibandingkan sistem sebelumnya,
terutama dalam hal peningkatan keteraturan prosedur dan kejelasan alur pelayanan.
Keunggulan relatif inovasi pelayanan di Bandung Creative Hub terlihat dari peningkatan
efisiensi dan keteraturan prosedur. Hal ini sejalan dengan konsep difusi inovasi yang
menyatakan bahwa inovasi akan lebih mudah diadopsi apabila memberikan manfaat yang lebih
baik dibandingkan sistem sebelumnya (Rogers dalam Carter & Bélanger, 2005). Namun,
manfaat tersebut masih lebih dominan dirasakan pada aspek internal organisasi dibandingkan
pengguna layanan, sehingga belum sepenuhnya menciptakan nilai publik secara optimal
(Osborne et al., 2014). Sebelum inovasi dilakukan, proses pelayanan cenderung tidak memiliki
standar operasional yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna layanan
serta meningkatkan beban komunikasi bagi petugas. Setelah dilakukan pembenahan sistem,
alur pelayanan menjadi lebih sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap pengajuan hingga
konfirmasi penggunaan fasilitas. Hal ini sejalan dengan konsep relative advantage dalam teori
Rogers yang menekankan bahwa suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi apabila memberikan
manfaat yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Namun demikian, jika dikaji lebih
lanjut, keunggulan inovasi tersebut masih lebih dominan dirasakan pada aspek internal
organisasi, seperti efisiensi kerja dan konsistensi prosedur. Sementara itu, dari perspektif
pengguna layanan, peningkatan kualitas pelayanan belum sepenuhnya optimal.

2. Kesesuaian (Compatibility)

JURNAL PAPATUNG: Vol. 9 No. 2 Tahun 2026 26
ISSN: 2715-0186



ARTIKEL

Dari aspek compatibility, inovasi pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub
pada dasarnya telah selaras dengan kebutuhan organisasi dalam menciptakan sistem pelayanan
yang lebih tertib, terstruktur, dan mudah dikendalikan. Hal ini mencerminkan adanya upaya
adaptasi terhadap tuntutan reformasi pelayanan publik yang mengarah pada efisiensi dan
modernisasi sistem. Dari aspek kesesuaian, inovasi yang diterapkan belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan pengguna layanan, khususnya dalam hal digitalisasi layanan secara
menyeluruh. Padahal, kesesuaian inovasi dengan kebutuhan pengguna merupakan faktor utama
dalam keberhasilan adopsi e-government (Carter & Bélanger, 2005). Namun demikian, apabila
ditinjau dari perspektif pengguna layanan, inovasi tersebut belum sepenuhnya kompatibel
dengan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan layanan berbasis digital yang hanya mencakup
beberapa jenis fasilitas menunjukkan adanya kesenjangan antara desain inovasi dan kebutuhan
riil pengguna. Kondisi ini mengindikasikan bahwa inovasi yang diterapkan masih bersifat
organization-centered, belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan user-centered service.
Padahal, dalam konteks pelayanan publik modern, kesesuaian inovasi dengan kebutuhan
pengguna merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi (Carter & Bélanger, 2005). Oleh
karena itu, diperlukan pengembangan inovasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh
segmen pengguna.

3. Kompleksitas (Complexity)

Berdasarkan hasil penelitian, inovasi pelayanan administrasi yang diterapkan di
Bandung Creative Hub memiliki tingkat kompleksitas yang relatif rendah, namun
permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya sistem pelayanan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tantangan utama inovasi publik bukan hanya pada teknologi, tetapi juga
pada integrasi sistem dan tata kelola organisasi (Bertot et al., 2016). Sistem yang digunakan
cenderung sederhana dan mudah dipahami oleh petugas maupun pengguna layanan, sehingga
tidak menjadi hambatan dalam proses implementasi. Namun demikian, rendahnya
kompleksitas teknis tidak serta-merta menunjukkan efektivitas sistem secara keseluruhan.
Permasalahan utama justru terletak pada belum terintegrasinya sistem pelayanan antara
mekanisme manual dan digital. Dualisme sistem ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam
alur pelayanan, terutama karena sebagian proses masih mengharuskan penggunaan dokumen
fisik dan kehadiran langsung pengguna. Dalam perspektif digital governance, kondisi ini
menunjukkan adanya fragmentasi sistem yang menghambat optimalisasi inovasi. Dengan
demikian, kompleksitas inovasi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan penggunaan, tetapi
juga mencakup integrasi sistem secara menyeluruh dalam mendukung pelayanan yang efektif
dan efisien

4. Kemungkinan Uji Coba (Trialability)

Aspek trialability dalam inovasi pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub
terlihat dari adanya penerapan sistem pengajuan berbasis online pada beberapa jenis fasilitas.
Implementasi inovasi yang masih terbatas menunjukkan rendahnya tingkat uji coba dalam
skala luas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keterbatasan trialability dapat memperlambat
proses difusi inovasi di sektor publik (De Vries et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa
inovasi telah melalui tahap uji coba sebagai bagian dari proses pengembangan sistem
pelayanan. Namun, implementasi yang masih terbatas menunjukkan bahwa inovasi belum diuji
secara menyeluruh dalam skala organisasi. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat
difusi inovasi, sehingga manfaat inovasi belum dapat dirasakan secara luas oleh seluruh
pengguna layanan. Temuan ini sejalan dengan pandangan De Vries et al. (2018) yang
menyatakan bahwa keterbatasan dalam proses uji coba dapat memperlambat adopsi inovasi di
sektor publik. Oleh karena itu, diperlukan perluasan cakupan implementasi serta evaluasi
berkelanjutan untuk memastikan inovasi dapat berkembang menjadi sistem yang lebih matang
dan komprehensif.
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5. Kemudahan Diamati (Observability)

Dari aspek observability, inovasi pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub
menunjukkan adanya perubahan yang dapat diamati, terutama dalam peningkatan struktur
kerja, kejelasan prosedur, serta koordinasi antar petugas. Dampak inovasi yang belum merata
menyebabkan manfaatnya belum sepenuhnya dapat diamati oleh pengguna layanan. Dalam
teori difusi inovasi, rendahnya observability dapat menghambat tingkat adopsi inovasi secara
luas (Zhang et al., 2014). Perubahan ini menjadi indikator bahwa inovasi telah memberikan
dampak positif pada aspek internal organisasi. Namun demikian, dari perspektif pengguna
layanan, dampak inovasi belum sepenuhnya terlihat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh
implementasi inovasi yang masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
Akibatnya, manfaat inovasi belum dapat diamati secara komprehensif oleh seluruh pengguna
layanan. Dengan demikian, tingkat observability inovasi masih bersifat parsial. Dalam konteks
difusi inovasi, kondisi ini dapat menghambat proses adopsi yang lebih luas, karena pengguna
belum sepenuhnya merasakan manfaat nyata dari inovasi yang diterapkan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, inovasi pelayanan administrasi front office dalam proses
pengajuan penggunaan fasilitas di Bandung Creative Hub menunjukkan adanya perkembangan
ke arah perbaikan kualitas pelayanan, meskipun masih berada pada tahap inovasi inkremental.
Inovasi yang dilakukan, seperti pembenahan tata kelola internal dan penerapan sistem
pengajuan berbasis digital pada sebagian layanan, telah memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kejelasan prosedur, efisiensi kerja petugas, serta kepastian informasi bagi
pengguna layanan. Namun demikian, secara keseluruhan implementasi inovasi belum berjalan
secara optimal. Sistem pelayanan masih didominasi oleh mekanisme konvensional yang
mengandalkan dokumen fisik dan kehadiran langsung pengguna, sehingga membatasi
efektivitas inovasi dalam meningkatkan aksesibilitas layanan. Ditinjau berdasarkan
karakteristik difusi inovasi Rogers, inovasi yang diterapkan telah memenuhi aspek relative
advantage dan menunjukkan tingkat kompleksitas yang rendah (low complexity), tetapi belum
sepenuhnya optimal dalam aspek compatibility, trialability, dan observability. Keterbatasan
tersebut tercermin dari belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh, terbatasnya
cakupan layanan berbasis online, serta belum meratanya dampak inovasi terhadap seluruh
pengguna layanan, khususnya untuk kegiatan berskala besar. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa inovasi pelayanan administrasi di Bandung Creative Hub masih
menghadapi tantangan struktural dan teknis yang menghambat terciptanya sistem pelayanan
publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.
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